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PUTUSAN 

Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Pnj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:  

XXXX, lahir di Pantailango, 03 Juli 1994 (27 tahun), NIK XXXX, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu 

bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi 

Kalimantan Timur, sekarang di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat; 

melawan 

XXXX, lahir di Bulukumba, 15 Oktober 1987 (32 tahun), NIK XXXX, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat 

tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan 

Timur, sekarang di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi 

Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;  

 
Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;  

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Oktober 2021 dan 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 07 

Oktober 2021 dalam register perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Pnj telah 

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut; 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 

XXXX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan 

Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal tanggal XXXX;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 

bersama di rumah yang berada di daerah XXXX Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Provinsi Kalimantan Timur;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(Satu) orang anak 

yang bernama: XXXX, Lahir di Penajam Paser Utara 02 Juli 2013 (umur 08 

Tahun 3 Bulan); anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan 

Penggugat; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 mulai terjadi perselisihan 

disebabkan: 

1) Tergugat suka marah-marah atau tempramente emosi yang tinggi, bahkan 

hanya disebabkan oleh hal sepele, dan sering merusak barang/perabotan 

yang ada dirumah; 

2) Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak pernah lagi menafkahi lahir dan 

batin Penggugat dan anak-anak; 

3) Pada tahun 2018 Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh tanpa 

ada bukti yang jelas; 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat 

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal baik tergugat maupun tergugat 

sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama; 

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;  

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah 

sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak 

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan 

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan 

Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah 

tangga; 

Disclaimer
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8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;  

Primer:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat 

(XXXX);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider:  

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya;  

 
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang 

menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak 

pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi 

dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 

327/Pdt.G/2021/PA.Pnj yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak 

datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;  

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mau rukun 

lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun 

tidak berhasil; 

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim 

menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA 

Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;  

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang 

tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat;  

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat berupa:  

Disclaimer
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX yang aslinya 

dikeluarkan pada tanggal 28-12-2017, bermeterai cukup dan dinazegelen 

serta sesuai dengan aslinya, (P.1); 

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 04-02-2014, bermeterai cukup 

dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.2) 

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 

Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal XXXX, 

bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.3); 

4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 5 Oktober 2021, bermeterai cukup 

dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.4); 

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-

saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan 

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; 

1. Nama XXXX, lahir di Tanah Grogot, 22 Desember 1976, agama Islam, 

pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di 

XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur: 

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak sepupu 

Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah 

dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX 

Kecamatan Penajam sampai keduanya pisah rumah; 

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis; 

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang 

bertengkar atau berselisih di rumah kediaman mereka; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 

setahun yang lalu; 

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Kelurahan 

Jenebora namun berbeda RT; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

terlihat saling mengunjungi dan berkomunikasi; 

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

2. Nama XXXX, lahir di Loa Kulu, 02 Februari 1973, agama Islam, pendidikan 

SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Provinsi Kalimantan Timur; 

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah suami dari 

saudara angkat Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah 

dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX 

sampai keduanya pisah rumah; 

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis; 

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang 

bertengkar atau berselisih di rumah orang tua angkat Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 

setahun yang lalu; 

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Kelurahan 

Jenebora namun berbeda RT; 

- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

terlihat saling mengunjungi dan berkomunikasi; 

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya 

dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada 

maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam 

berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 

tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat 

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan 

Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 

Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) 

huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini termasuk sengketa yang 

dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut 

harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat 

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari hasil 

pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam 

perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis 

seperti yang didalilkan oleh Penggugat;  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, alat bukti mana 
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secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang 

telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, 

alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti 

dan selanjutnya akan dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif 

dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya bukti P.1 dan P.2 dikesampingkan 

dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik 

dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan 

sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. 

Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 

6 Maret 2013, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai 

sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa terkait bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Cerai yang 

dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena bukti tersebut berupa akta 

dibawah tangan yang tidak dapat didengar pengakuan dari Tergugat selaku pihak 

yang ikut menandatanganinya, maka Majelis berpendapat nilai pembuktiannya 

masih sebatas bukti permulaan (begin van bewijs), karenanya untuk mencapai 

batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung oleh sekurang-

kurangnya satu alat bukti lain; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi dipersidangan yaitu adik sepupu Penggugat dan paman Penggugat, maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 

telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, 

dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh 
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karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 

171,174 dan 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta 

yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang 

dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 

dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian 

sebagai berikut; 

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan 

perselisihan; 

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari setahun lamanya; 

3. Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat; 

4. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; 

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan 

perselisihan yang sulit untuk didamaikan; 

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari setahun lamanya 

secara berturut-turut; 

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah 
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tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang 

dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290; 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga 

hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri 

antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;  

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 

kepada Penggugat; 
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di 

persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat 

(XXXX);  

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah              

Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);  

 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami                        

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Umaeroh Nur 

Sabighoh, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim 

Anggota dan dibantu oleh  Drs. H. karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri 

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

 
Hakim Anggota, 

 

TTD 

 

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. 

Ketua Majelis, 

 

TTD 

 

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

TTD 

 

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. 
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 Panitera, 

 

TTD 

 

Drs. H. Karani Kutni 

 

Perincian Biaya : 

PNBP : Rp 60.000,- 

Biaya Proses : Rp 50.000,- 

Panggilan : Rp 1.500.000,- 

Biaya Meterai : Rp 10.000,- 

Jumlah : Rp 1.620.000,- 

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) 
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